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Abstrak 
 
Studi ini melihat hubungan antara hak suara, kebebasan berbicara, dan proses rehabilitasi 
bagi mantan narapidana. Bidang studi yang penting adalah bagaimana hak suara dan 
berbicara berdampak pada pemulihan dan reintegrasi individu yang sebelumnya dipenjara ke 
dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemungutan suara penting bagi 
mantan narapidana karena mewakili kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam 
masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Responden yang 
memahami politik dengan lebih baik biasanya lebih terlibat dalam proses politik. Selain itu, 
faktor penentu sosial, seperti jaringan sosial yang kuat, berdampak pada keterlibatan politik 
mantan pelanggar. Diskriminasi dan rasa malu sosial, bagaimanapun, terus menjadi hambatan 
utama untuk keterlibatan politik. Pemahaman menyeluruh tentang variabel-variabel ini 
memungkinkan untuk membuat rencana yang lebih sukses untuk mendorong mantan 
narapidana untuk terlibat dalam politik. 
 
Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Pilih, Pemulihan Kembali, Mantan Narapidana. 

 
Abstract 

 
The study looked at the relationship between voting rights, freedom of speech, and the 
rehabilitation process for ex-convicts. An important area of study is how voting and speaking 
rights impact the recovery and reintegration of previously incarcerated individuals into society. 
Research findings suggest that voting is important for ex-convicts because it represents their 
ability to reintegrate into society and actively participate in democratic life. Respondents who 
understand politics better are usually more involved in the political process. In addition, social 
determinants, such as strong social networks, have an impact on the political involvement of 
former offenders. Social discrimination and shame, however, continue to be major barriers to 
political engagement. A thorough understanding of these variables makes it possible to create 
more successful plans to encourage ex-convicts to get involved in politics. 
 
Keywords: Freedom Of Speech, Suffrage, Reinstatement, Ex-Convict. 
 
PENDAHULUAN 

Pilar kehidupan demokratis yang mendukung partisipasi politik warga negara adalah 
kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih. Individu yang memiliki hak untuk bebas 
berbicara dapat mengekspresikan pikiran mereka, berpartisipasi dalam wacana publik dan 
menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan pembalasan atau hukuman (Pramesti & 
Anwar, 2022). Sebaliknya, hak untuk memilih memberikan individu kekuatan untuk memilih 
perwakilan mereka dan membentuk lanskap politik suatu negara (Pahlevi, 2019). Kedua hal 
yang saling berkaitan ini merupakan manfaat mendasar dari demokrasi yang inklusif dan 
partisipatif. Namun, banyak penduduk yang mungkin menghadapi hambatan untuk 
sepenuhnya menggunakan hak mereka untuk bebas berbicara dan hak untuk memilih. Mantan 
narapidana adalah salah satu kelompok tersebut (Azwar, 2022). Orang-orang yang pernah 
menjalani hukuman di penjara sering menghadapi kesulitan khusus dalam memulihkan diri 
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dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat(Siregar, 2020). Dalam konteks ini, penting 
untuk memahami bagaimana hak pilih dan kebebasan berbicara mempengaruhi rehabilitasi 
mantan narapidana dan bagaimana partisipasi mereka dalam politik dapat berkontribusi 
secara signifikan terhadap reintegrasi sosial mereka. 

Semua orang mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak (Mawaza & Khalil, 2020). 
Sangatlah penting untuk mempertahankan ruang untuk dialog terbuka, pertukaran ide dan 
kritik yang produktif terhadap sistem hukum dan administrasi public (Risman et al., 2022). Di 
negara demokrasi, kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas sangat penting bagi 
warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan mempengaruhi kebijakan public 
(Majid, 2020). Namun, mantan pelanggar hukum mungkin merasa sulit untuk menggunakan 
hak mereka atas kebebasan berekspresi. Mereka mungkin kurang percaya diri dengan 
kemampuan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka karena stigma yang 
diasosiasikan oleh masyarakat dengan masa lalu kriminal mereka (Marlina & Handoko, 2021). 
Terkadang, mereka mungkin menghadapi hambatan hukum atau administratif yang 
membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik(Wicaksono et al., 
2016).  

Sementara itu, hak atas kebebasan berekspresi dapat memainkan peran penting 
dalam membantu mantan narapidana untuk bangkit Kembali (Wibowo, 2012). Kebebasan 
berekspresi dapat membantu orang merasa lebih percaya diri dan terlibat dalam masyarakat 
dengan mengizinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka (Manullang, 2021). 
Hal ini juga dapat membantu mereka mendapatkan kembali martabat mereka dan 
berkontribusi pada reintegrasi yang lebih efektif ke dalam Masyarakat (Gettari et al., 2023). 
Pemungutan suara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan 
dan berpartisipasi dalam proses politik (Puteri & Hidayat-Sardini, 2023). Hal ini sangat penting 
untuk partisipasi politik dalam demokrasi. Dengan menggunakan hak pilihnya, masyarakat 
dapat membentuk kebijakan publik, menentukan nasib bangsa dan memilih pemimpin yang 
akan melayani kepentingan mereka (Fitria et al., 2022). 

Kemampuan untuk memilih dapat memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi 
mantan narapidana (Nababan & Nawawi, 2020). Hal ini mengakui mereka sebagai anggota 
masyarakat yang setara dan memberi mereka rasa partisipasi yang nyata dalam kehidupan 
politik. Namun, setelah dibebaskan dari penjara, mantan narapidana mungkin membutuhkan 
lebih banyak bantuan atau bimbingan untuk sepenuhnya memahami dan menggunakan hak 
mereka untuk memilih (Aunuh et al., 2020). Kemampuan untuk memilih juga dapat menjadi 
alat yang berharga dalam membantu mantan narapidana mengembangkan rasa keterlibatan 
dan tanggung jawab sebagai warga negara. Mengizinkan mereka untuk memilih memberi 
mereka rasa memiliki dalam proses politik, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih 
aktif dalam masyarakat dan membantu membangun kembali jaringan sosial yang kuat (Kaury 
et al., 2020). 

Masalah rehabilitasi mantan narapidana sangat penting bagi kebebasan berekspresi 
dan hak untuk memilih (Chandra et al., 2022). Periode rehabilitasi setelah pemenjaraan sangat 
penting dalam mempersiapkan orang untuk diintegrasikan kembali ke dalam Masyarakat 
(Aladdin, 2018). Hal ini mencakup beberapa hal, seperti pemulihan ekonomi, reintegrasi sosial, 
dan adaptasi lingkungan kembali ke masyarakat. Rehabilitasi, dalam konteks kebebasan 
berekspresi, dapat membantu mantan narapidana untuk mengatasi stigma dan ketakutan 
yang mungkin timbul dari pengalaman mereka dipenjara (Maghfiroh et al., 2018). Proses 
rehabilitasi dapat mengembalikan rasa martabat dan pentingnya seseorang dalam 
masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam wacana publik dan 
mengekspresikan ide-ide mereka. Demikian pula, pencabutan hak adalah langkah penting 
dalam memastikan bahwa mantan narapidana dapat secara efektif menggunakan hak 
politiknya dalam hal pemungutan suara. Untuk memastikan bahwa individu dapat dengan 
percaya diri dan benar menggunakan hak-hak mereka, mereka mungkin memerlukan 
dukungan dan panduan tambahan untuk memahami proses pencabutan hak (Nugraha et al., 
2020). Masalah restorasi juga mencakup sejumlah masalah lain, seperti dukungan sosial, 
pengembangan keterampilan, dan akses ke perawatan kesehatan mental. Bersama-sama, 
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komponen-komponen ini mendukung mantan pelanggar dalam upaya mereka untuk menjalani 
kehidupan yang stabil dan memuaskan setelah keluar dari penjara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengevaluasi hubungan antara 
hak untuk memilih, kebebasan berbicara, dan proses rehabilitasi bagi individu yang 
sebelumnya dipenjara. Memahami bagaimana hak untuk kebebasan berekspresi dan 
kemampuan untuk memilih dapat berdampak pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial individu 
yang sebelumnya dipenjara ke dalam masyarakat adalah area fokus utama. Studi ini 
bermaksud untuk memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas pengalaman 
mantan narapidana dalam konteks keterlibatan politik dan kebebasan berbicara dengan 
mengembangkan pertanyaan penting tentang pengalaman dan persepsi mereka tentang hak 
suara dan kebebasan berpendapat. Studi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi lingkungan 
sosial dan politik. Pembuat kebijakan dapat memperoleh manfaat besar dari pemahaman 
penelitian ini tentang pengalaman mantan narapidana dan hambatan untuk kebebasan 
berekspresi dan hak suara ketika membuat rencana rehabilitasi yang lebih sukses. Selain itu, 
penelitian ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya kebebasan memilih 
dan berpendapat dalam proses mengintegrasikan kembali orang-orang yang sebelumnya 
dipenjara ke dalam masyarakat. Kita dapat meningkatkan upaya untuk membangun suasana 
yang ramah dan mendorong yang memungkinkan orang-orang yang sebelumnya dipenjara 
untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat mengingat temuan 
penelitian. 
 
METODE  
Jenis Penelitian 

Metode kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman 
yang komprehensif tentang perspektif dan pengalaman mantan narapidana dalam kaitannya 
dengan hak mereka untuk memilih, kebebasan berbicara, dan proses penyembuhan 
(Adiyanta, 2019). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi seluk-
beluk dan kompleksitas topik yang diteliti (Sihombing & Hadita, 2021). 
Pendekatan Penelitian 

Metodologi penelitian deskriptif akan digunakan (Susanto & Batubara, 2016). Metode 
ini akan membantu untuk merekam dan menjelaskan secara rinci pandangan dan pengalaman 
para mantan narapidana terkait hak pilih dan kebebasan berekspresi, dan bagaimana hal ini 
mempengaruhi proses rehabilitasi mereka. 
Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data sekunder akan menjadi salah satu sumber utama (Wijaya & 
Wairocana, 2018). Wawasan teoritis dan informasi kontekstual yang dapat mendukung 
temuan dari wawancara atau observasi lapangan akan diperoleh dengan menganalisis 
dokumen dan literatur yang terkait dengan hak pilih, reintegrasi mantan narapidana, dan 
kebebasan berekspresi. 
Teknik Pengumpulan Data 

Metode utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan para mantan 
narapidana yang telah melalui proses rehabilitasi (Ruslan et al., 2021). Melalui wawancara 
mendalam, peneliti akan dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai 
pengalaman, persepsi, dan hambatan responden terhadap hak pilih dan kebebasan 
berekspresi. 
Analisis Data 

Metode kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data (Hambali, 2020). Transkrip 
wawancara akan diperiksa secara tematik untuk menemukan tema, pola, dan ide-ide penting 
yang muncul dari wawancara. Hasil analisis akan dimasukkan ke dalam temuan dan 
kesimpulan penelitian ini. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Responden 

Penelitian ini melibatkan sejumlah mantan narapidana yang telah melalui proses 
rehabilitasi. Profil para responden memberikan wawasan penting mengenai karakteristik 
peserta penelitian dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
pengalaman mereka dalam hal kebebasan berpendapat, hak pilih, dan rehabilitasi. Mayoritas 
responden, yang berusia antara 25 dan 45 tahun, adalah laki-laki. Hal ini sejalan dengan tren 
umum di antara para mantan narapidana, yang cenderung laki-laki paruh baya. Terdapat 
perbedaan latar belakang pendidikan responden, dimana sebagian responden hanya tamat 
SMA dan sebagian lainnya berpendidikan rendah. Namun, beberapa responden juga memiliki 
latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, yang menunjukkan beragamnya latar belakang 
pendidikan di antara mereka. 

Mayoritas peserta memiliki pengalaman pemenjaraan sebelumnya, yang menunjukkan 
bahwa mereka sudah terbiasa dengan sistem peradilan pidana sebelum memulai perjalanan 
pemulihan mereka. Sementara beberapa orang memiliki riwayat pemenjaraan yang panjang, 
yang lain memiliki riwayat pemenjaraan yang lebih pendek. Untuk memahami proses 
rehabilitasi, diperlukan pemeriksaan yang cermat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
lamanya masa tahanan mereka. Dalam hal pekerjaan, mayoritas responden mengindikasikan 
bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari sistem 
peradilan pidana. Hal ini menyoroti masalah yang dihadapi oleh banyak mantan narapidana 
dalam berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang stabil. 
Beberapa mengalami stigma sosial yang parah yang membuat mereka sulit untuk 
mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri. 

Keragaman latar belakang responden dalam hal kejahatan yang mereka lakukan juga 
tercermin dalam profil mereka. Setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang tidak 
terlalu serius, beberapa di antaranya menjalani proses pemulihan sementara yang lain 
menghadapi situasi yang lebih sulit. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan 
penilaian risiko dan keadaan individu ketika mengembangkan rencana pemulihan dan 
reintegrasi. Selain itu, mayoritas responden menyatakan keinginan yang kuat untuk terlibat 
secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan politik setelah menyelesaikan proses 
pemulihan. Mereka memahami pentingnya memiliki kebebasan untuk berbicara dan 
memberikan suara dalam masyarakat yang demokratis. Namun, beberapa dari mereka juga 
menghadapi hambatan dan kesulitan dalam menggunakan hak-hak tersebut, seperti masalah 
prosedural dalam pemungutan suara. 

Memahami profil responden ini memungkinkan penelitian ini untuk membangun 
gambaran yang lebih lengkap tentang para mantan narapidana yang menjadi partisipan dalam 
penelitian ini. Profil ini juga memberikan dasar yang kuat untuk mengeksplorasi perspektif dan 
pengalaman mereka dalam kaitannya dengan hak pilih, kebebasan berbicara dan proses 
penyembuhan. Selain itu, profil ini dapat membantu pengembangan kebijakan dan program 
yang lebih tepat sasaran untuk membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke dalam 
masyarakat. 
 
Kebebasan Berpendapat bagi Mantan Narapidana 
1. Pengalaman dan persepsi mantan narapidana terhadap kebebasan berpendapat: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mantan narapidana sangat 
mementingkan hak atas kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah salah satu 
komponen terpenting dari hak asasi manusia yang mereka yakini harus diakui dan 
ditegakkan. Mayoritas responden mengatakan bahwa setelah dipenjara, mereka sangat 
menghargai kebebasan dan rasa emansipasi yang muncul karena mampu 
mengekspresikan pikiran mereka. Percaya diri dan rasa pengaruh sosial adalah perasaan 
positif lainnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi. Menurut beberapa mantan 
narapidana, kebebasan untuk mengekspresikan pikiran mereka dan mengambil bagian 
dalam percakapan membuat mereka merasa lebih terlibat dalam masyarakat. Namun, tidak 
dapat diabaikan bahwa beberapa orang merasa sulit untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
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kebebasan berbicara. Stigma sosial yang masih melekat sebagai mantan narapidana 
menghambat sebagian dari mereka. Mereka takut akan penolakan atau prasangka, 
terutama jika mereka mengekspresikan keyakinan atau pandangan yang kuat. Hal ini 
menyoroti pentingnya bekerja menuju inklusi sosial dan mengurangi stigma yang terkait 
dengan mantan narapidana di masyarakat. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kebebasan berpendapat: 
Studi ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dihadapi mantan 

narapidana dalam menggunakan hak mereka untuk berekspresi. Akses terbatas terhadap 
informasi dan sumber daya pendidikan adalah salah satu hambatan utama. Beberapa 
peserta melaporkan kesulitan untuk mendapatkan buku, film, atau materi pelatihan yang 
dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan berbicara. Hal ini menggarisbawahi 
pentingnya meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan dan informasi bagi para 
mantan narapidana. Selain itu, sejumlah peserta menghadapi tantangan praktis dalam 
mengekspresikan pandangan mereka. Terbatasnya akses ke forum atau platform untuk 
mengekspresikan pikiran dapat menjadi penghalang utama, terutama bagi mereka yang 
masih dalam proses rehabilitasi. Kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat 
terkadang terhambat oleh kecenderungan untuk merasa dikucilkan atau tidak dilibatkan 
dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu, beberapa responden menyebutkan bahwa hambatan dapat muncul 
karena mereka memiliki pendapat dan nilai yang berbeda dengan orang-orang di sekitar 
mereka. Mereka terkadang merasa sulit untuk mendapatkan penerimaan atau pemahaman 
dari masyarakat umum, terutama jika pendapat mereka bertentangan dengan konvensi 
atau kepercayaan yang berlaku. Analisis kebebasan berekspresi para mantan narapidana 
menghasilkan data yang jika digabungkan, menunjukkan kekayaan dan kompleksitas 
pengalaman pribadi. Meskipun banyak responden mengakui pentingnya kebebasan 
berekspresi, mereka juga menghadapi kesulitan dan hambatan tertentu ketika mencoba 
menggunakan hak istimewa ini. Hambatan-hambatan ini harus dikenali dan diatasi jika kita 
ingin memastikan bahwa orang-orang yang pernah dipenjara dapat berpartisipasi secara 
aktif dalam urusan politik dan masyarakat setelah rehabilitasi. 

 
Hak Pilih bagi Mantan Narapidana 
1. Pengalaman dan persepsi mantan narapidana terhadap hak pilih 

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya hak pilih bagi para mantan narapidana 
yang menjadi subjek penelitian. Bagi mereka, menggunakan hak pilih dalam politik bukan 
hanya tentang reintegrasi ke dalam masyarakat dan partisipasi aktif dalam kehidupan 
demokratis, tetapi juga tentang kembali ke rumah. Ini lebih dari sekadar otoritas formal; ini 
adalah simbol nyata untuk kembali ke proses pengambilan keputusan yang memengaruhi 
kehidupan mereka sehari-hari. Banyak dari mereka yang diwawancarai berbicara tentang 
hak mereka untuk memilih dengan cara yang bertanggung jawab dan membanggakan. Bagi 
mereka, ini bukan hanya hak, tetapi juga kesempatan besar untuk membentuk hukum dan 
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Beberapa 
orang bahkan mengatakan bahwa memberikan suara memberi mereka rasa hormat dan 
suara dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang tulus untuk memulihkan rasa martabat dan 
komunitas yang mungkin telah rusak selama penahanan. 

Namun demikian, beberapa responden menyatakan sedikit kebingungan atau 
ketidakjelasan tentang hak mereka untuk memilih, bahkan di antara mereka yang sangat 
percaya akan pentingnya hak untuk memilih. Beberapa orang membutuhkan aksesibilitas 
yang lebih besar dan kejelasan tentang proses untuk mendapatkan kembali hak mereka 
untuk memilih setelah dibebaskan dari penjara. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak 
untuk memastikan bahwa informasi tentang hak untuk memilih transparan dan mudah 
diakses oleh mantan narapidana. Ini bukan hanya tentang memberikan hak kepada orang; 
ini juga tentang memberikan mereka akses ke informasi yang cukup sehingga mereka 
dapat dengan percaya diri dan akurat menggunakan hak mereka untuk memilih. Sangat 
penting untuk memahami bahwa kemampuan untuk memilih bukan hanya hak formal, tetapi 
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juga hak inklusi dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Hak ini sangat penting bagi mantan 
pelanggar hukum karena mereka mungkin telah kehilangan hak tersebut saat berada di 
balik jeruji besi. Rehabilitasi sering kali adalah tentang mengembalikan hak-hak istimewa 
yang dirampas selama di penjara, serta mengajarkan keterampilan baru dan memperbaiki 
perilaku. 

Temuan-temuan dari penelitian ini memberikan data yang kuat tentang pentingnya 
memastikan bahwa orang-orang yang pernah dipenjara memiliki akses yang mudah dan 
jelas terhadap proses pemulihan hak pilih mereka. Langkah-langkah konkret harus diambil 
untuk menyediakan akses yang memadai dan panduan yang jelas tentang metode dan 
persyaratan untuk memulihkan hak pilih. Hal ini akan meyakinkan para mantan narapidana 
bahwa hak mereka untuk memilih akan diakui dan dihormati, dan membantu 
menghilangkan keraguan dan kebingungan yang mungkin mereka alami. Oleh karena itu, 
temuan penelitian ini berfungsi sebagai seruan bagi pemerintah, pusat rehabilitasi, dan 
masyarakat umum untuk mempertimbangkan dengan seksama pentingnya hak pilih bagi 
mantan pelaku kejahatan. Tidak hanya sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai simbol 
penting untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dan peran aktif dalam kehidupan 
demokratis. Dengan bekerja sama dan melakukan tindakan nyata, kita dapat memastikan 
bahwa setiap orang, termasuk mereka yang telah menyelesaikan masa hukumannya, 
memiliki akses untuk memilih. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mantan narapidana 
Hasil penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang variabel-variabel 

yang mempengaruhi keterlibatan politik para mantan narapidana. Tingkat pendidikan dan 
kesadaran politik mereka diidentifikasi sebagai salah satu faktor penentu yang paling 
penting. Individu dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman politik yang lebih tinggi 
lebih mungkin untuk aktif secara politik dan percaya diri dalam menggunakan hak pilih 
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mantan narapidana untuk berpartisipasi 
aktif dalam politik sangat bergantung pada pendidikan dan akses terhadap informasi politik 
(Widianingsih, 2017). Selain pendidikan dan kesadaran politik, isu-isu sosial dan 
lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan politik para mantan 
narapidana dan tahanan. Jaringan sosial yang kuat dan mendukung dikaitkan dengan 
tingkat motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam politik (Faza et al., 2023). 
Dukungan emosional dan praktis yang dibutuhkan untuk menginspirasi partisipasi politik 
aktif disediakan oleh hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat dan 
organisasi lokal. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada isu-isu yang dapat menghalangi 
mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik. Hambatan utama mungkin adalah 
prasangka dan stigma sosial yang masih dihadapi oleh para mantan narapidana. Sejumlah 
responden mengindikasikan bahwa mereka tidak merasa sepenuhnya diakui atau diterima 
oleh masyarakat, yang mungkin berdampak langsung pada kesediaan mereka untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang 
beragam tentang pengalaman mantan narapidana dalam berpartisipasi politik di lingkungan 
ini. Meskipun banyak yang memahami nilai dari memberikan suara, tingkat partisipasi politik 
mereka sebagian besar ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk jaringan sosial, 
kesadaran politik, tingkat pendidikan, dan stigma sosial (Sitinjak et al., 2022). Singkatnya, 
memahami dan mengakui elemen-elemen ini merupakan langkah awal yang penting dalam 
mengembangkan rencana yang lebih sukses untuk mendorong mantan narapidana untuk 
terlibat dalam politik (Gunawan, 2020). 

Ada kebutuhan mendesak akan strategi yang terintegrasi dan komprehensif untuk 
mendorong keterlibatan politik para mantan narapidana (Banjarnahor & Togatorop, 2023). 
Pertama dan terutama, program rehabilitasi harus mencakup pendidikan dan pelatihan 
politik yang terarah dan terorganisir. Selain itu, membangun dan memelihara hubungan 
sosial yang sehat harus menjadi prioritas utama (Hikmawan, 2017). Program yang 
mendorong interaksi sosial dan sistem dukungan yang kuat dapat memberikan insentif 
yang lebih besar bagi mantan narapidana untuk terlibat dalam politik. Menangani 
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diskriminasi dan stigma sosial juga harus menjadi bagian dari rencana yang komprehensif 
(Aji, 2016). Dengan mengenali keragaman pengalaman dan variabel yang mempengaruhi 
partisipasi politik mantan narapidana, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih 
berkelanjutan dan berhasil untuk membantu mereka terlibat dan kembali menjadi anggota 
masyarakat yang berkontribusi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mantan narapidana 
secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat dan komunitas secara luas. 

 
SIMPULAN 

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa faktor kunci dalam rehabilitasi mantan 
narapidana adalah kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri secara bebas. Bagi 
mereka, mampu menyuarakan ide-ide mereka adalah cara untuk mendapatkan kembali 
martabat mereka dan kembali ke partisipasi aktif demokrasi. Namun, stigma sosial yang terkait 
dengan menjadi mantan narapidana masih perlu ditangani untuk sepenuhnya menggunakan 
hak seseorang untuk kebebasan berbicara. Selain itu, hak suara juga sangat penting bagi 
mantan narapidana. Bagi mereka, terlepas dari latar belakang seseorang, hak ini adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Voting dipandang oleh banyak responden sebagai 
sarana untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan 
mereka sendiri dan masyarakat luas. Namun, rincian lebih lanjut harus diberikan mengenai 
prosedur untuk memberi orang-orang yang baru saja meninggalkan sistem peradilan pidana 
kemampuan untuk memilih lagi. 

Temuan penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk pengobatan dan 
reintegrasi mantan pelanggar. Komponen yang memungkinkan orang untuk secara aktif 
terlibat dalam proses demokrasi harus dimasukkan dalam program rehabilitasi. Selain itu, 
masyarakat dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk mengurangi stigma sosial yang 
dihadapi mantan narapidana. Rekomendasi penelitian ini termasuk mendidik dan melatih 
individu yang sebelumnya dipenjara tentang kebebasan berbicara dan hak suara. Mereka 
akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka sebagai hasilnya. 
Kampanye untuk pendidikan publik juga diperlukan untuk memerangi stigma yang dihadapi 
orang-orang yang sebelumnya dipenjara di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan 
tentang hak-hak mereka. Pada akhirnya, inisiatif harus diambil untuk menjamin bahwa proses 
pemberian akses kepada mantan narapidana ke kotak suara dibuat lebih transparan. 

Semua hal dipertimbangkan, survei ini menawarkan informasi mendalam tentang 
perspektif dan pengalaman mantan narapidana tentang pemungutan suara dan kebebasan 
berbicara. Pembuat kebijakan, fasilitas rehabilitasi, dan masyarakat umum semuanya dapat 
memperoleh manfaat besar dari kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian ini ketika 
datang untuk membantu mantan narapidana dalam proses mereka mengintegrasikan kembali 
ke masyarakat. 
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